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Nurul Amalia,B111 13 327, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan 
Dalam Meliput Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 
2012 – 2015). Dibimbing oleh Muhammad Said Karim, selaku 
pembimbing I dan Amir Ilyas, selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bentuk kekerasan yang 
dialami oleh wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di kota Makassar; 
2) Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam 
meliput aksi demonstrasi di kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar dengan metode sosiolegal 
research, penulis memperoleh data dengan melakukan beberapa 
wawancara dengan narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Pers Makassar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, 
POLRESTABES Makassar, serta mengambil data yang relevan dengan 
penelitian, yaitu literatur, karya ilmiah, jurnal, buku – buku, serta peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan masalah terkait. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1) Bentuk – bentuk kekerasan yang 
dialami oleh wartawan saat meliput aksi demonstrasi di Kota Makassar 
sangat beragam, mulai dari bentuk penganiayaan, pelemparan batu, 
perampasan alat, menghalang – halangi,  intimidasi, hingga ancaman 
pembunuhan. Latar belakang terjadinya tindak kekerasan pada wartawan 
saat meliput aksi demonstrasi adalah karena adanya dua faktor, yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya tindak 
kekerasan pada wartawan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri 
yang kurang hati – hati atau kurang teliti saat meliput aksi demonstrasi, 
sedangkan faktor eksternalnya adalah terjadinya tindak kekerasan pada 
wartawan karena unsur kesengajaan dari pihak yang merasa dirugikan 
atau merasa tidak puas akan isi berita yang dibuat. 2) Bentuk 
perlindungan hukum terhadap wartawan diatur dalam Undang – Undang 
No.40 Tahun 1999 tentang Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik 
dan berdasarkan prinsip kode etik jurnalistik. 
 








NurulAmalia, B111 13 327, Legal Protection toward Reporters in Covering 
Demonstrations (A Case Study in Makassar, 2012-2015).Under the 
supervision of Muhammad Said Karim as the supervisor I and Amir Ilyas 
as the supervisor II. 
This research aimed to: 1) To find out the kinds of violence that the 
reporters experienced in covering the demonstrations in Makassar, 2) To 
find out the kinds of legal protection toward the reporters in covering the 
demonstrations in Makassar. 
This research was done in Makassar by using sociolegal research method; 
the writer gained the data through the interview with several interviewees 
from LembagaBantuanHukum (LBH) Pers Makassar, 
AliansiJurnalisIndependen (AJI) Makassar and POLRESTABES 
Makassar. The data were also gained from several relevant literatures 
such as scientific journals, books and related legal regulations. 
The result of this research showed that: 1) the kinds of violence which 
usually occur toward the reporters are persecution, stone throwing, tools 
deprivation, obstructing, intimidation and murder threats. There are two 
factors which caused this problem; they are internal and external factors. 
The internal factors covered the fault of the reporters themselves which 
might be caused by their carelessness. The external factors covered the 
act of outsiders who might feel disadvantaged by the reporters. 2) The 
legal protection for the reporters had been regulated in Undang-Undang 
No. 40 Tahun 1999 about press, they are protected by the legal during 
their journalistic activities as long as following ethic codes of journalistic. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang” adalah bunyi pasal 28 UUD NRI 1945, hal tersebut 
menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah 
salah satu hak asasi  (fundamental rights) yang dilindungi oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI 1945). Bahkan lebih diperjelas lagi dalam pasal 28F, yang 
berbunyi : 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.  
 
Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan 
Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. 
Rakyat indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud 
kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan 
pikiran dan pendapat. 
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Jelas kiranya pendapat Ali Moertopo yang menyatakan bahwa 
kebebasan yang diberikan kepada pers memang sebagai manifestasi 
dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara 
tertulis1, Didalam Declaration of Human Rights atau yang lebih dikenal 
dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang 
dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 10 Desember 
1948 menyebutkan bahwa: 
Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan 
mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan 
memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, 
menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran 
melalui media apa saja dengan tidak memandang batas 
 
Berdasarkan konvensi tersebut, telah jelas bahwa setiap orang 
berhak mencari dan mengumpulkan informasi bahkan juga bebas 
menyampaikan informasi yang dimiliki2. Konvensi internasional tentang 
hak – hak sipil dan politik atau International Covenan On Civil And 
Political Rights ( ICCPR ) yang berlaku mulai dari  tanggal 23 maret 
1996 pada pasal 19 juga menyebutkan bahwa :3 
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan 
campur tangan. 
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan 
pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, 
menerima dan memberikan informasi dan semua jenis 
pemikiran terlepas dari pembatasan – pembatasan, secara 
lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau 
melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri. 
                                                                    
1
Samsul Wahidin. Hukum Pers. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011),hlm.14. 
2
Nurul Hasanah, perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Warga. Skripsi Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin.2016. hlm. 2 
3
Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pers 
(Bandung, CV,Mandar Maju, 2015), hlm. 259 – 300.  
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3. Pelaksanaan hak – hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal 
ini menimbulkan kewajiban – kewajiban dan tanggung jawab 
khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan – 
pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan 
sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan 
untuk : 
a. Menghormati hak dan nama baik orang lain; 
b. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau 
kesehatan atau kesusilaan umum. 
 
 Kebebasan ini pula dijamin dalam pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 
bahwa : 
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya. 
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia  
 
Bahkan pers mampu menjadi media yang dapat di percaya 
sebagai penyalur aspirasi, media informasi dan komunikasi serta 
menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, seperti dalam 
pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa, “pers nasional 
mempunyai fungsi sbagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan 
control sosial.” Sebagai subsistem komunikasi, Pers mempunyai posisi 
yang khusus dalam masyarakat Indonesia. Pers menjadi jembatan 
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat 
itu sendiri4, salah satunya dapat dilihat saat orang-orang yang 
                                                                    
4
Amiruddin. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers Dalam Memberikan 
Bantuan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Perkara Pidana.Skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar.2016,hlm.2. 
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berkecimpung dalam dunia pemberitaan atau yang dikenal dengan 
wartawan sedang melakukan peliputan dalam aksi demonstrasi. 
Profesi wartawan merupakan profesi yang di dalamnya 
memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain 
itu wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (expertise), yakni: 
keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, 
termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam 
Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung 
jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan 
yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan 
bidang liputannnya5. 
Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia 
akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang 
wartawan, suatu peristiwa tidak akan terjadi didalam ruang Redaksi. 
Karena itu, yang terbaik bagi wartawan adalah terjun langsung ke 
tempat kejadian sebagai pengamat. Mary Mapes mantan Wartawati 
CBS News, Peraih Peabody Award untuk liputan investigasi penjara 
Abu Ghraib di Irak, mengatakan bahwa wartawan yang baik akan 
mendatangi tempat-tempat kejadian, walaupun itu berbahaya dan 
menakutkan. Wartawan dengan laporan lapangannya harus bisa 
                                                                    
5
ImanulHakim. Upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak 
kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik (studi kasus di Radio Elshinta 
Surabaya). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013, hlm 6 
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Tak heran jika wartawan sering ditemukan disetiap aksi 
demonstran, baik itu demonstrasi yang di lakukan oleh Mahasiswa, 
buruh, pegawai honorer, petani, kariawan perusahaan, atau bahkan 
pegawai Negeri Sipil. Memang harus diakui bahwa tugas menjadi 
seorang wartawan tidaklah mudah. Namun, apapun keadaannya, 
wartawan tetap harus menyajikan sebanyak mungkin informasi yang 
dibutuhkan oleh audience-nya, meskipun mungkin sangat sulit, 
wartawan harus tetap mampu membawa audience-nya sedekat 
mungkin dengan kebenaran, hal itulah yang sering mengakibatkan 
wartawan dalam keadaan yang dirugikan, kerap kali wartawan 
mendapat tekanan atau ancaman selama melakukan peliputan. 
Tekanan, ancaman atau intimidasi  terhadap wartawan biasanya 
dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu atau dirugikan 
terhadap pemberitaan seorang wartawan. Padahal jika merasa 
dirugikan, narasumber mempunyai hak jawab untuk meluruskan berita 
yang dibuat oleh wartawan.7 Kristiawan mengutip dari Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, memaparkan data kekerasan terhadap 
jurnalis di Indonesia dari tahun 2003-2012 tercatat sebanyak 467 
kasus. Dengan perincian pada 2003 (54 kasus), 2004 (26 kasus), 2005 
                                                                    
6
Luwi Ishawara, Jurnalisme Dasar. Cetakan keempat.(Jakarta:PT Kompas Media 
Nusantara, 2016),hlm.4. 
7
Dikutip pada laman website :http://www.hukumonline.com /berita/baca/hol2567/ 
kekerasan-terhadap-wartawan-meningkat. diakses pada hari jumat 14 oktober 2016. 
Pukul 16:42 WITA. 
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(34 kasus), 2006 (23 kasus), 2007 (37 kasus), 2008 (17 kasus), 2009 
(69 kasus), 2010 (66 kasus), 2011 (96 kasus), dan sampai Mei 2012 
sebanyak 45 kasus. 
Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa Rizaldi, wartawan 
Harian Pagi Cahaya Papua, di Manokwari pada Kamis, 29 Januari 
2015, Rizaldi dianiaya oleh massa saat melakukan wawancara kepada 
salah satu warga di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait aksi 
pemalangan jalan raya akibat kecelakaan maut yang menewaskan 
salah seorang warga setempat, Handphone milik Rizaldi yang 
digunakan untuk merekam wawancara dirampas, dibanting dan disita 
oleh massa yang melakukan aksi blokade jalan tersebut. Tidak hanya 
handphone yang dirampas, Rizaldi wartawan harian pagi cahaya 
papua itu juga sempat dipukuli dan ditendang oleh massa, selain 
Rizaldi, salah seorang kameraman Tasindo TV Manokwari bernama 
Nadap juga dianiaya saat lintas di TKP blokade jalan hingga korban 
mengalami luka serius dan sempat dirawat di RSUD setempat.8 
Pembatasan kreatifitas wartawan dalam masa reformasi ini dianggap 
memasung kreatifitas kerja pers, dan merupakan ancaman terhadap 
kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang 
Pers. 
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Selain kasus yang melibatkan  wartawan Harian Pagi Cahaya 
Papua dan Kameramen Tasindo TV Manokwari, contoh nyata yang 
memperlihatkan betapa pekerja pers di Indonesia belum mendapatkan 
perlindungan hukum di Negerinya sendiri adalah kasus yang menimpa  
wartawan Bernas Jogja, Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin yang di 
bunuh pada tanggal 16 Agustus 1996, dia dianiaya oleh orang tak 
dikenal di depan rumah kontrakannya. Meskipun telah hampir 20  
tahun terjadi, kasus ini tidak juga kunjung menemui titik terang. Kasus 
Udin hanya merupakan sebagian kecil dari bentuk kekerasan terhadap 
wartawan yang terjadi di Indonesia, padahal seharusnya wartawan 
dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan dari hukum. 
Dengan adanya kasus pembunuhan terhadap wartawan tersebut dan 
kasus tindak kekerasan lainnya terhadap wartawan maka dapat 
dikatakan bahwa wartawan yang seharusnya mendapatkan 
perlindungan hukum baik ketika menjalankan profesinya maupun 
sebagai warga negara Indonesia ternyata tidak mendapatkan haknya 
sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
Kekerasan terhadap jurnalis juga kerap kali terjadi di Makassar, 
seperti yang menimpa Iqbal Lubis (Koran Tempo Makassar), Vincent 
Waldi (Metro TV), Ikrar Assegaf (Celebes TV), Asep (Rakyat Sulsel), 
Zulkarnain (TV One), Rifki (Celebes Online), dan Fadly (Media Online 
Kampus), ketika meliput aksi demonstrasi mahasiswa menolak 
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) d Universitas Negeri 
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Makassar (UNM), Kamis 13 November 2014. Peristiwa kekerasan 
terhadap jurnalis itu terjadi ketika polisi menyerbu masuk ke dalam 
kampus UNM dan menyerang Mahasiswa. Saat itu, polisi juga 
merusak banyak sepeda motor mahasiswa yang sedang mengikuti 
perkuliahan. Jurnalis yang mengabadikan tindakan aparat kepolisian 
itu, justru menjadi sasaran selanjutnya oleh polisi.9 
Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan 
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi 
dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak 
kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang 
berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi 
obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan/atau 
pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) 
sampai pada pembunuhan terhadap insan pers. 
Penulis bermaksud untuk memaparkan upaya-upaya apa saja 
yang dapat dilakukan oleh suatu instansi pers dalam melindungi para 
wartawannya pada saat menjalankan tugasnya sebagai pencari berita 
di lapangan. Selain itu penulis juga bermaksud mencari tahu apa yang 
dilakukan oleh para instansi penegak hukum jika terjadi pelanggaran 
pidana misalnya penganiayaan wartawan pada saat menjalankan 
tugasnya, upaya hukum yang bagaimana dilakukan lembaga atau 
perusahaan pers tersebut jika wartawan terkena kasus pelanggaran 
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hukum pada saat menjalankan tugasnya dan apakah upaya hukum 
perlindungan terhadap wartawan dan insan pers tersebut didasarkan 
pada UU Pokok Pers No.40 Tahun 1999 khususnya pasal 8. 
Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang 
“perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi 
demonstrasi (studi kasus di Kota Makassar tahun 2012-2015)”. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 
pokok permasalahan, sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang dialami oleh 
wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap 
wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota 
Makassar? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan di atas, tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dialami oleh 
wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 
wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota Makassar. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain 
sebagai berikut : 
1. Kegunaan teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat 
menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya. 
2. Kegunaan praktis 
a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis 
kritis, membentuk pola piker dinamis, serta sekaligus 
mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama 
menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
b. Memberikan gambaran tentang peranan dan factor-faktor 
yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan yang 
dialami oleh wartawan dalam  meliput aksi demonstrasi di 
Kota Makassar, serta memberikan tambahan wawasan 
kepada masyarakat tentang perlunya perlindungan 




c. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar 






















A. TINDAK PIDANA 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana sering disinonimkan dengan delik, yang 
berasal dari bahasa latin  yakni kata delictum.10 Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai “perbuatan 
yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 
terhadap undang-undang tindak pidana.” Sedangkan dalam bahasa 
Belanda Tindak Pidana memakai istila strafbaar feit yang jika 
diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. 
Dipakai istilah feit maksudnya meliputi perbuatan dan 
pengabaian.11 
D.Simons merumuskan delik (strafbaar feit) ialah kelakuan 
yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang 
berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrech memandang 
rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: 
a. diancam dengan pidana oleh hukum. 
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b. bertentangan dengan hukum 
c. dilakukan oleh orang yang bersalah 
d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.12 
 Van Hamel mengatakan bahwa strafbaar feit adalah 
kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat 
melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
Sementara itu, Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan 
pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang 
lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.13 
 Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Strafbaar feit 
merupakan suatu perilaku yang sifatnyabertentangan dengan 
hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar 
hukum.14   
 Begitu berpengaruhnya pendapat para ahli-ahli hukum 
Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum 
pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. 
Sapardjaja misalnya mengatakan, “tindak pidana adalah suatu 
perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan 
hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.” Hal 
senada dikemukakan Indriyanto Seno Aji. Dikatakannya,”tindak 




Dr.Chairul Huda, S.H.,M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju 
Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2006). Hlm. 27. 
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 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Jakarta 
:PT Eresco 2004), hlm.1 
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pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, 
perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan 
dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya.”15 
 Sedangkan W.P.J Pompe merumuskan secara teoritis 
tentang strafbaar feit sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu 
gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan 
sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam nama 
penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap 
terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum.16 
 Adapun menurut P.A.F Lamintang, Strafbaar feit merupakan 
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan 
dibuktikan bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, 
melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku individu 
(person)17 
 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana, maka 
perlu untuk kita ketahui bahwa didalam tindak pidana terdapat 
unsur – unsur tindak pidana. 




Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : Ghalia 
Indonesia, 2002), hlm. 91. 
17
 P.A.F. Lamintang. Dasar – Dasar HUkum Pidana Indonesia. (Bandung : Sinar 
Baru, 2000) hlm. 172 
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Mengenai unsur tindak pidana, menurut Lamintang secara 
umum dibedakan atas unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur 
subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah 
segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan 
unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan dimana 
tindakan sipelaku itu harus dilakukan. 
a. Unsur – unsur subyektif dari tindak pidana meliputi : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau 
Culpa). 
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan 
dalam pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3. Macam – macam maksud seperti terdapat dalam 
kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, dan sebagainya. 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum 
dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang 
direncanakan terlebih dahulu.  
b. Unsur – unsur obyektif dari tindak pidana meliputi : 
1. Sifat melawan hukum (wedderechtelicjkheid) 




3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai 
akibat.18  
Selain unsur – unsur tindak pidana yang telah dikemukakan 
di atas, yang pada umumnya telah membagi unsur tindak pidana 
menjadi dua bagian yaitu unsur subyektif dan unsur objektif, 
Moeljatno dalam buku amir ilyas juga menguraikan unsur – unsur 
tindak pidana sebagai berikut : 
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang – undang; 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan 
hukum); 
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.19 
 
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana akan ditemukan berbagai jenis tindak 
pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana 
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a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat 
dalam buku III 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpa). 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat juga 
dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga 
disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana 
passif/negative, disebut juga tindak pidana omisi 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika 
dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 
berlangsung lama/ berlangsung terus. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat 
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dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria 
(tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang 
yang berkualitas tertentu). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa 
dan tindak pidana aduan. 
i. Berdasarkan berat – ringannya  pidana yang 
diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana 
bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak 
pidana yang diperingan. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat 
tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi 
dalam suatu peraturan perundang – undangan. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan 
tindak pidana berangkai. 
 
B. PERLINDUNGAN HUKUM 
1. Pengertian Perlindungan Hukum. 
Berbicara tentang perlindungan hukum, terlebih dahulu 
tentunya perlu diketahui pengertian/ definisi dari hukum itu sendiri. 
Pertanyaan mengenai apa itu hukum, senantiasa merupakan 
19 
 
pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Perkataan, 
persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari 
sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan 
memandang pengertian hukum dari sudut pandang profesi mereka 
sebagai hakim, kalangan ilmuan hukum akan memandang hukum 
itu dari sudut pandang profesi keilmuan mereka, rakyat akan 
memandang hukum dari sudut pandang mereka, dan sebagainya.21 
Dalam buku Ahmad Ali menggolongkan definisi hukum 
menurut para pakar dalam beberapa bagian yaitu :22 
a. Pakar yang berpaham sosiologis 
- H.J Hamaker 
Hukum bukan suatu perangkat kaidah dan hukum bukan 
merupakan perangkat aturan yang memaksa orang 
bertingkah laku menurut tata tertib masyarakat. Namun, 
hukum merupakan seperangkat aturan yang menunjuk 
kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan pihak lain di 
dalam masyarakatnya. 
 
- J.H.A. Logemann 
Nu is men het eens, dat recht op de een of andere wijze on 
de menselijke amenleving is betrokken. ( telah diterima oleh 
pandangan umum bahwa bagaimanapun hukum itu sangat 
berkaitan dengan masyarakat ). Hukum adalah semata mata 
social – phichisch gebeuren ( peristiwa yang bersifat psiko 
sosial ).  
 
- Leon Duguit 
Hukum adalah tingkah laku masyarakat yang merupakan 
aturan, dimana daya penggunaannya pada saat tertentu 
diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari 
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kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan 
pelanggaran. 
 
b. Pakar yang berpaham realis 
- Salmond  
The law may be defined as the body of principle recognized 
and acted on by the court of justice. (hukum dimungkinkan 
untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas – asas yang 
diakui dan diterapkan oleh Negara di dalam peradilan. 
Dengan kata lain, hukum terdiri dari aturan – aturan yang 
diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan).  
 
- Olivecrona 
Law as consisting chiefly of rules about force, rules which 
contain patterns of conduct for the exercise of force. (hukum 
utamanya tersusun dari aturan – aturan tentang kekuasaan 
dimana memuat pola – pola tingkah laku bagi pelaksanaan 
kekuasaan ).  
 
c. Pakar yang berpaham antropologis 
- Gluckman 
Law is the whole rescrvoir of rules on which judges draw for 
their decisions. ( hukum adalah keseluruhan gudang aturan, 
dimana para hakim mendasarkan putusannya). 
- Paul Bohannan  
Law is the body of binding obligation which has been 
reinstitutionalised within the legal institution. (hukum 
merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan 
dalam pranata hukum ). 
 
d. Pakar yang berpaham historis 
Karl Von Savigny 
All law is originally formade by custom and popular feeling, that 
is, by silently operating force. Law is rooted in a people’s history 
: the roots are ted by the consciousness, the faith and the 
custom of people. (keseluruhan hukum sunggung – sungguh 
terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu 
melalui pengoperasian kekuasaan secara diam – diam. Hukum 
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berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh 
kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat).  
 
e. Pakar yang berpaham Marxist 
Law is an expression of the general economic relations within 
society at a given stage of development. ( hukum adalah suatu 
pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat 
pada suatu tahap perkembangan tertentu ) 
 
f. Pakar yang berpaham hukum alam 
Thomas Hobbes 
The civil laws are the command of him who is endued with 
supreme power in the city concerning the feature actions of his 
subjects. (civil law adalah perintah – perintah hukum yang 
didukung oleh kekuasaan tertinggi di Negara itu, mengenai 
tindakan -  tindakan dimasa dating yang akan dilakukan oleh 
subjeknya ). 
 
g. Pakar yang berpaham positivis dan dogmatic 
- Goodhart 
Those rules of conduct on which the existence of society is 
based and violation of which tends to invalidate its existence. 
( hukum adalah aturan – aturan tingak laku, dimana 
eksistensi masyarakat digantungkan kepadanya, karena 
perkosaan atau pelanggaran terhadap aturan – aturan 
tingkah laku itu pada dasarnya menghapuskan eksistensi itu.  
 
- P. Borst 
Hukum adala peraturan atau kaidah, yaitu petunjuk atau 
pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.  
 
h. Beberapa definisi hukum dari kamus 
- Oxford English Dictionary 
Law is the body of rules, wheter formally enacted or  
costumary, which a state or community recognizes as 
binding on its members or subjects. ( hukum adalah 
kumpulan aturan, perundang – undangan, atau hukum 
kebiasaan, dimana suatu Negara atau masyarakat 
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mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan 
mengikat terhadap warganya ).   
 
- Cassell’s Dictionary  
Law is a rule of conduct imposed by authority or accepted by 
the community as binding. (hukum adalah aturan tingkah 
laku yang dipaksakan melalui otoritas atau diterima oleh 
masyarakat sebagai suatu yang mengikat ). 
 
i. Definisi hukum dari literature bahasa Indonesia 
E . Utrecht 
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan 
yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang 
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 
bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut 
dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa 
masyarakat itu. 
 
Berkenaan dengan warga Negara, undang – undang dasar 
1945 dalam pasal 27 (ayat 1), pasal 28 A, dan pasal 28 G (ayat 1 ) 
tersebut intinya adalah perlindungan hukum bagi warga Negara 
Indonesia, tak hanya itu dalam KUHP juga diatur mengenai 
perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, yaitu 
perlindungan terhadap jiwa manusia, perlindungan terhadap tubuh 
manusia, perlindungan terhadap kebebasan tindak pidana 
manusia, perlindungan terhadap kehormatan manusia, dan 
perlindungan terhadap milik seseorang. 
Menurut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau 
upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – 
wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 
23 
 
untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 
manusia.23  Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan 
kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan 
hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam 
sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 
pergaulan hidup antar sesame manusia.24 
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 
subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan 
yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu 
sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :25 
a. Perlindungan hukum preventif. 
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 
tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini 
terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan 
maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 
memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan 
dalam melakukan suatu kewajiban.  
 
b. Perlindungan hukum represif. 
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan 
akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa 
atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 
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Sudikno mertokusumo dalam bukunya mengenal hukum 
(suatu pengantar) berpendapat bahwa : 
Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan 
kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat 
dengan sebaik – baiknya : berusaha mencari keseimbangan 
antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi 
masyarakat terhadap kebebasan individu.26 
 
Dijelaskan jebih lanjut bahwa adanya interaksi antara 
masyarakat, mustahil jika tidak konflik baik antara maupun antara 
individu dengan masyarakat. Oleh karena itu, hukum hadir untuk 
menampung konflik yang terjadi.27 
2. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum. 
Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap 
orang yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, 
merupakan salah salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk 
mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat 
jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang 
mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu : 
1. Undang – Undang Dasar 1945 
a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan : 
Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
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b. Pasal 28 D ayat (1) 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum 
 
c. Pasal 28 ayat (5) 
Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia 
sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, 
maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.  
 
d. Pasal 30 ayat (4) 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara 
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat 
serta, menegakkan hukum. 
 
e. Pasal 24 ayat (!) 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
 
2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan 
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).  
Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan 
pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum 
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara 
hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang 
terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-
Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. 
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Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-
negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk 
memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan 
tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan 
penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya 
dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, 
sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati 
kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan 
kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi 
bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan 
politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. 
3. Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentag Hak Asasi Manusia. 
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap 
orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia”. 
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan 
upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh 
melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan 
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dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, 
melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi 
kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, 
pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), 
dan negara.  HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM 
tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 
(Declaration of Independence of USA) dan tercantum 
dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 
ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 
ayat 1. 
4. Undang – Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers 
Pasal 8 menyatakan : 
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat 
perlindungan hukum  
 
 Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah 
jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada 
wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan 
peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
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C. TINJAUAN UMUM MENGENAI WARTAWAN 
1. Pengertian Wartawan 
Menurut undang – undang nomor 40 tahun 1999  tentang 
Pers. wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan 
kegiatan jurnalistik.29 Kegiatan tersebut meliputi : mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan 
informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, serta data 
– data grafik maupun dalam bentuk lain menggunakan media cetak, 
media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.30 
Wartawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita 
untuk dimuat disurat kabar, majalah, radio, dan televise.31 
Lisbon Hendra32, redaktur pelaksana media TIPIKOR 
meneger operational CV putra Doge – Doge menuliskan bahwa 
Wartawan adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalisme, 
yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) 
dan tulisannya dimuat di media massa secara teratur untuk 
dipublikasi seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, 
dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam 
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laporan dan menulis yang paling objektif dan tidak memiliki 
pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh gambaran 
bagaimana mengenai wartawan. Wartawan juga harus sedapat 
mungkin bersikap transparan mengenai sumber – sumber dan 
metode yang dipakai, sehingga audience dapat menilai sendiri 
informasi yang disajikan.33  
 
2. Pengertian pers 
Istilah pers, atau press berasal dari istilah latin pressus 
artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam 
kosakata Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai 
arti sama dengan bahasa inggris “press”, sebagai sebutan untuk 
alat cetak.34 Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, 
pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas 
adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan 
dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar, kepada 
masyarakat luas secara regular. Di dalam arti sempit, pers adalah 
media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, 
majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, 
film, dan televise.35  
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Menurut pasal 1 Undang – Undang No.40 Tahun 1999 
tentang pers menyatakan bahwa: 
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa 
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, 
gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya 
dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan 
segala jenis saluran yang tersedia. 
 
Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam 
bukunya, menjelaskan bahwa pers berasal dari kata Belanda pers 
yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers adalah padanan 
press dalam bahasa inggris. Berarti menekan atau mengepres. 
Dapat disimpulkan bahwa secara harfiah kata pers atau press 
mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan 
perantara barang cetakan.36 
Koesworo, Margantoro, dan Ronnie di dalam bukunya juga 
menjelaskan bahwa pers adalah :37 
Lembaga kemasyarakatan yang mempunyai karya sebagai 
salah satu media komunikasi massa, bersifat umum, tertib teratur, 
dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat – alat milik sendiri 
berupa percetakan dan lain – lain . 
 
Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
Pers diartikan : 
1. Usaha percetakan dan penerbitan 
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita 
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politik, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2012 ),hlm. 17. 
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3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio 
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran 
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, 
radio, televise, dan film. 
Menurut pasal 3 Undang – Undang pers menentukan bahwa 
fungsi Pers ialah sebagai berikut : 
1. Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media 
informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial. 
2. Disamping fungsi – fungsi tersebut ayat (1), pers nasional 
dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 
 
Fungsi utama dari pers pada umumnya disamping sebagai 
media kontrol sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta 
sebagai media informasi baik bagi semua warga masyarakat 
maupun dengan pemerintah secara bertimbal balik. Fungsi pers 
Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institusi 
kemasyarakatan baik dalam hubungannya secara personal antar 
sesame anggota masyarakat maupun dengan pemerintah sebagai 
institusi public yang juga berkepentingan dengan pers.38  Fungsi 
pers Indonesia adalah : 
a. Menyebar luaskan informasi 
b. Melakukan control sosial yang konstruktif 
c. Menyalurkan aspirasi rakyat 
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3. Peraturan Yang Mengatur Tentang Pers 
a. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
Pelaksanaan kemerdekaan pers diatur dalam Undang – 
Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Peraturan tersebut 
dibuat setelah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang 
Ketenuan – Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang 
Penambahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang 
Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers, dan diubah dengan Undang – 
Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan 
Pokok Pers sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan 
zaman. 
Undang – Undang Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 pasal 
yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana 
termaktub dalam BAB I Pasal 1, BAB II mengenai asas, fungsi, hak, 
kewajiban dan peranan pers pada (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 
5, dan Pasal 6), BAB V Pasal 15 mengenai Dewan Pers, serta 
ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB VIII pasal 18. 





Pasal 1ayat (1) menyatakan : 
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data 
dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang 
tersedia. 
 
Pasal 2 menyatakan : 
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat 
yang berasaskanprinsip – prinsip demokrasi, keadilan dan 
supremasi hukum. 
 
Pasal 3 menyatakan : 
(1). Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan, dan control sosial. 
(2). Di samping fungsi – fungsi tersebut ayat (1), pers nasional 
dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.  
 
Pasal 4 menyatakan : 
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai Hak Asasi Warga Negara. 
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, 
pembredelan, atau pelangaran penyiaran. 
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai 
hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan 
informasi. 
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, 
wartawan mempunyai hak tolak. 
Pasal 5 menyatakan : 
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini 
dengan menghormati norma – norma agama dan rasa 
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab 
(3) Pers wajib melayani Hak Tolak. 
Pasal 6 menyatakan : 
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : 
(1) Memenuhi kah masyarakat untuk mengetahui; 
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(2) Menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi, mendorong 
terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta 
menghormati kebhinekaan 
(3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang 
tepat akurat, dan benar; 
(4) Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal – 
hal yang berkaitan dengan kepentingan umu; 
(5) Memperjuangkan meadilan dan kebenaran. 
Pasal 15 menyatakan : 
(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan 
meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk dewan pers 
yang diindependen. 
(2) Dewan pers melakukan fungsi – fungsi sebagai berikut : 
a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; 
b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan 
pers; 
c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik 
jurnalistik; 
d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan 
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus – kasus 
yang berhubungan dengan pemberitaan pers; 
e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan 
pemerintah; 
f. Memfasilitasi organisasi – organisasi pers dalam menyusun 
peraturan – peraturan dibidang pers dan meningkatkan 
kualitas profesi kewartawanan; 
g. Mendata perusahaan pers. 
(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari : 
a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 
b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi 
perusahaan pers; 
c. Tokoh masyarakat, ahli dibidang pers dan atau komunikasi, 
dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan 
dan organisasi perusahaan pers. 
(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh 
anggota. 
(5) Keanggotaan dewan pers sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden. 
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan 
sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode 
berikutnya. 
(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari : 
a. Organisasi pers; 
b. Perusahaan pers; 
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c. Bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat   
 
Pasal 18 menyatakan : 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja 
melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau 
menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat 
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus 
Juta Rupiah ). 
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) 
dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ). 
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) 
dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). 
 
b. Kode Etik Jurnalistik. 
Kode Etik Jurnalistik menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) adalah, aturan tata susila kewartawanan, norma 
tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata karma 
penerbitan. Menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 
Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi 
kewartawanan. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU Pers menegaskan 
bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah Kode 
etik yang sepakati oleh Organisasi Wartawan dan ditetapkan oleh 
Dewan Pers. 
Ada beberapa Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di 
Indonesia, di antaranya : Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan 
Indonesia (KEJ – PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), 
Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ – AJI), Kode 
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Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan Lainnya. Saat ini, Kode Etik 
terbaru yang berlaku di Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik yang 
dibuat pada tanggal 14 Maret 2006 oleh 29 Organisasi Pers, dan 
disahkan oleh Dewan Pers pada tanggal 24 Maret 2006.40 
 Isi Kode Etik Jurnalistik : 
Pasal 1 menyatakan : 
Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita 
dengan akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 
 
Penafsiran: 
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai 
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan 
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika 
peristiwa terjadi. 
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan 
semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. 
Pasal 2 menyatakan :  
Wartawan Indonesia menempuh cara – cara yang professional 
dalam menjalankan tugas – tugas jurnalistik. 
 
Penafsiran: 
Cara-cara yang profesional adalah: 
a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber. 
                                                                    
40 Amiruddin. Op.,cit. hlm. 50. 
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b. Menghormati hak privasi. 
c. Tidak menyuap. 
d.  Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya. 
e. Rekayasa pengambilan berita dan pemuatan atau penyiaran 
gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang 
sumber dan ditampilkan secara berimbang. 
f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam 
penyajian gambar, foto, dan suara. 
g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan 
wartawan lain sebagai karya sendiri. 
h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk 
peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. 
Pasal 3 menyatakan : 
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan 
secara berimbang tidak mencampurkan fakta dan opini yang 
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 
 
Penafsiran: 
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang 
kebenaran informasi itu. 
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan 
kepada masing-masing pihak secara proporsional. 
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal 
ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat  yang 
punya interprestasi wartawan atas fakta. 
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d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi 
seseorang. 
Pasal 4 menyatakan : 




a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh 
wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang 
terjadi. 
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara 
sengaja dengan niat buruk. 
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan 
foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata 
untuk membangkitkan nafsu birahi. 
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan 
mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. 
Pasal 5 menyatakan : 
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas 
korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang 
menjadi pelaku kejahatan. 
 
Penafsiran: 
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut 
diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. 
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b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 th dan 
belum menikah. 
 
Pasal 6 menyatakan : 
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak 
menerima suap. 
Penafsiran: 
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan 
yang mengambil keuntungan pribadi atas informasiyang 
diperoleh saat bertugas sebelum  informasi tersebut  menjadi 
pengetahuan umum. 
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, 
atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi 
independensi. 
 
Pasal 7 menyatakan : 
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi 
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun 
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 
belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. 
 
Penafsiran: 
a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan 
keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan 
keluarganya. 
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita 
sesuai dengan permintaan narasumber. 
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c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari 
narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan 
narasumber. 
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari 
narasumber  yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. 
 
Pasal 8 menyatakan : 
Wartawan  Indonesia tidak menulis atau atau menyiarkan berita 
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas 
dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan 
bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, 
sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. 
 
Penafsiran: 
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai 
sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. 
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 
Pasal 9 menyatakan : 
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang 
kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public. 
 
Penafsiran: 
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan 
berhati-hati. 
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang 
yang terkait dengan kepentingan public. 
Pasal 10 menyatakan : 
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Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki, 
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf 
keapda pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 
 
Penafsiran: 
a. Segera, berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik 
karena ada maupun  tidak ada teguran dari pihak luar. 
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan 
substansi pokok. 
Pasal 11 menyatakan : 




a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang yang 
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan 
berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan 
kekeliruan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang 
lain. 
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu 
diperbaiki. 
 
4. Pengertian berita 
Berita pada hakikatnya merupakan isian penting bagi media 
cetak harian atau surat kabar harian. Bahkan bisa dikatakan berita 
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merupakan isian yang maha penting, karena 60 – 70 persen isian 
surat kabar harian berupa berita langsung atau straight news.
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Berita dalam bahasa inggris adalah “news” yang kalau diberi 
kepanjangan bisa berarti “North, East, West, South” atau “Utara, 
Timur, Barat, Selatan”. Mungkin bisa diasumsikan bahwa berita itu 
bisa diperoleh dan disebarkan kesegala penjuru mata angin. 
Terlepas dari itu semua, berita tidak akan pernah terlepas dari fakta 
suatu kejadian atau peristiwa. Walau sebenarnya berita itu sendiri 
bukan berarti faktanya, namun laporan atau tulisan mengenai fakta 
tersebut. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa atau fakta, 
namun tidak ditulis dan dilaporkan di surat kabar, atau media cetak 
lainnya tentunya itu tidak bisa dikatakan sebagai berita.42 
Menurut Mitchel V. Charnley, berita adalah laporan tercepat 
dari suatu peristiwa atau kejadian yang factual, penting dan 
menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut 
kepentingan mereka.43 Sebuah berita disebut mampu memberikan 
gambarannya yang positif tentang dunia kepada khalayak bila 
berita tersebut mampu mencerahkan pikiran khalayak, 
meningkatkan martabat khalayak, memperbesar semangat 
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Asep Syamsul M. Romli, jurnalistik praktis untuk pemula, (Bandung : 
PT.Remaja Rosdakarya, 2009),hlm.3. 
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D. PENGERTIAN AKSI DEMONSTRASI 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Aksi 
merupakan gerakan, tindakan, atau sikap yang dibuat – buat. Menurut 
Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi 
organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru 
akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan 
tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu 
rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.45 
Sedangkan Demonstrasi menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonsia (KBBI) diartikan sebagai pernyataan protes yang 
dikemukakan secara missal, unjuk rasa, atau bisa juga diartikan 
sebagai peragaan atau pertunjukan tatat cara melakukan atau 
mengerjakan sesuatu. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah 
sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan 
umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat 
kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu 
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pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan 
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A. TIPE PENELITIAN 
Tipe penelitian ini adalah penelitian sosiolegal research. 
Yaitu penelitian hukum normatif yang didukung oleh data – data 
penelitian hukum empirik.47 Tipe penelitian ini digunakan untuk 
menelaah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar serta Polrestabes 
Makassar dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan yang 
terjadi saat meliput aksi demonstrasi di kota Makassar. 
 
B. LOKASI PENELITIAN 
Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Pers Makassar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dan 
Polrestabes Makassar. Adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut 
karena relevan dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam 
penelitian ini. 
 
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menetapkan tiga cara, yaitu : 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Edisi 1. Cetakan ketiga (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2011), hlm. 24 - 25 
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1. Studi dokumen (library research), merupakan langkah awal dari 
setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis 
atau kriminologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari 
premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum 
dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen hukum, mulai dari 
peraturan perundangundangan, yurisprudensi, buku, dan karya 
tulis ilmiah.  
2. Pengamatan (Observation), sebagai salah satu metode yang 
dilakukan peneliti dalam penyusunan proposal ini. Melalui 
pengamatan, diharapkan dapat melengkapi temuan di lapangan 
secara komprehensif.  
3.  Wawancara (interview), dilakukan terhadap informan dan pihak 
– pihak yang memiliki kompetensi terkait objek penelitian. 
Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berencana 
(standardized interview), yaitu suatu wawancara yang disertai 
dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. 
Secara praktis, maka wawancara yang peneliti lakukan 
digolongkan sebagai wawancara terbuka (open interview), yaitu 
pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, 
sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau 
“tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan 




D. JENIS DAN SUMBER DATA 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
ada dua (2) yaitu :48 
1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari pihak – pihak 
terkait yag terlibat dalam kasus atau masalah yang menjadi 
objek penelitian dan hasil yang diperoleh dari wawancara. 
Dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian lapangan. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam 
sumber tertulis seperti buku, jurnal – jurnal ilmiah, kamus, 
literature perundang – undangan, internet, majalah dan lain – 
lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.  
 
E. ANALISIS DATA 
Data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun 
sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, 
kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Penjelasan secara 
deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana 
adanya. Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan tujuan 
penelitian, maka analisis data diharapkan dapat menggambarkan 
kepada pihak lain tentang apa dan bagaimana korelasi hukum positif 
dengan materi penelitian ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan terkait 
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Perlindungan Hukum Terhadap wartawan dalam meliput aksi 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Bentuk kekerasan Yang Dialami Oleh Wartawan Dalam 
Meliput Aksi Demonstrasi. 
1. Latar Belakang Terjadinya Tindak Kekerasan Pada 
Wartawan. 
Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak 
kekerasan terhadap wartawan. Baik itu yang terjadi karena unsur 
kesengajaan maupun yang tidak disengaja. Tindak kekerasan yang 
terjadi karena unsur kesengajaan biasanya terkait dengan isi berita 
yang dibuat oleh wartawan. Misalnya saja dalam hal peliputan yang 
bersifat controversial yang menyangkut masalah isu korupsi, pada 
kondisi seperti ini wartawan akan banyak menghadapi tantangan 
dari pihak-pihak yang tidak menginginkan aibnya terbongkar. Selain 
itu tindakan anarkis yang menimpa wartawan juga disebabkan 
ketidakpuasan nara sumber terhadap isi berita yang dibuat. Untuk 
menunjukkan ketidakpuasannya itu banyak dari mereka yang 
melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap wartawan. 
Bahkan tindakan anarkis yang paling sering ditimpa oleh wartawan 
adalah pada saat mereka melakukan peliputan aksi demonstrasi 
yang pada akhirnya berujung bentrok.  
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Definisi kekerasan terhadap wartawan ialah kekerasan 
terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik 
atau kekerasan yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya, adapun 
bentuk kekerasan yang dimaksud adalah :49 
1. Kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, 
penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, 
penculikan, dan pembunuhan.  
2. Kekerasan non-fisik termasuk ancaman verbal, 
penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, 
dan pelecehan.  
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat 
perekam.  
4. Upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi, yaitu dengan merampas 
peralatan kerja wartawan atau tindakan apa pun yang 
merintangi tugas wartawan sehingga tidak dapat 
memproses pekerjaan kewartawanannya.  
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum 
disebut dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang 
diatur KUHP dan UU HAM  
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Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Qadriansyah Agam Sofyan,
50
 
mengatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya tindak 
kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi demonstrasi ialah 
sebagai berikut : 
 
- Jurnalis peliput kebanyakan tidak mengetahui posisi yang 
aman dalam peliputan aksi demonstrasi. Contohnya banyak 
ditemukan Kameramen televisi atau photographer tidak 
dalam posisi aman saat merekam aksi demonstrasi, 
terutama demonstrasi yang berujung bentrok / rusuh. 
Sehingga sering didapati kepala jurnalis terkena lemparan 
batu akibat saling lempar massa dan jurnalis akirnya menjadi 
korban berdarah. Ada 4 orang jurnalis Makassar yang 
mengalami hal tersebut, yaitu Abdurrahman (Jurnalis 
Detik.Com) saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa 
Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar yang berujung 
bentrok dengan Polisi Tahun 2005, Andi Arja Murni (Jurnalis 
Jakarta Post) saat meliput Mahasiswa Universitas Muslim 
Indonesia (UMI) yang berujung bentrok dengan polisi Tahun 
2014, Hudzaifah (Jurnalis Trans 7) yang meliput aksi 
demonstrasi buruh yang berujung bentrok dengan polisi 
Tahun 2014, dan Andry (Jurnalis Kompas TV) yang meliput 
                                                                    
50 Wawancara, Jumat 23 Desember 2016. 
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aksi bentrokan antara warga Abu Bakar Lambogo tahun 
2015. 
- Jurnalis belum cerdas dalam meliput. Ini terlihat ketika 
sekelompok orang atau sekelompok institusi tidak ingin 
diabadikan gambarnya maka sebagai seorang wartawan 
harus pandai pandai dalam mengambil gambar, bukan 
secara terang – terangan, karena akan memancing para 
demonstran untuk melakukan tindakan yang tidak 
diharapkan seperti pengrusakan alat atau pemukulan 
terhadap jurnalis. Contoh kasus yang dialami oleh Vincent 
Waldi (Jurnalis Metro TV) dan Iqbal Lubis (Fotografer Koran 
Tempo) yang mendapat pukulan saat mengabadikan aksi 
Polisi memukul Mahasiswa Universitas Negeri Makassar 
(UNM) Tahun 2014, Darwien (Fotografer Antara) yang 
meliput aksi demonstrasi Mahasiswa di bawah Fly Over 
Makassar, dan Rifka (Jurnalis Celebes TV) yang meliput aksi 
demonstrasi Mahasiswa UVRI. 
- Karya jurnalistik kawan – kawan jurnalis peliput di media 
masing – masing tidak berimbang. Sehingga menimbukan 
rasa kebencian massa aksi pendemo pada jurnalis tersebut 




- Jurnalis kadang melupakan atributnya sebagai seorang 
jurnalis saat meliput aksi demonstrasi yang beresiko tinggi. 
Salah satu daerah yang kerap kali menjadi sorotan karena 
seringnya terjadi tindak pidana yang melibatkan wartawan sebagai 
korban kekerasan saat menjalankan tugas peliputan aksi 
demonstrasi adalah Kota Makassar.  
Menurut Reski Alfionitasari, Kontributor Koran Tempo 
Jakarta yang pernah ditugaskan di Makassar Mengemukakan 
bahwa:51 
Dalam kegiatan demonstrasi, orang tidak bisa menebak apa 
yang akan terjadi. Apakah akan berujung aman atau ricuh, 
saat terjadi kerusuhan beberapa wartawan kadang terkena 
imbasnya, namun bukan karena mereka menjadi target 
kemarahan demonstran melainkan posisinya yang tidak 
tepat. Seharusnya saat meliput aksi demonstrasi wartawan 
harus pandai melihat situasi dan memilih posisi yang paling 
aman. 
 
Berikut data pelaksanaan demonstrasi di wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar di tahun 2015 dan 2016 
yang dijabarkan pada table 1 dan diperjelas dalam Grafik 1 dan 2. 
Hal ini memberikan gambaran bahwa besarnya angka aksi 
demonstrasi di Kota Makassar setiap tahun semakin meningkat dan 
hampir rata – rata pihak kepolisian tidak menerbitkan  Surat Tanda 
Terima Pemberitahuan (STTP) pada setiap aksi demonstran 
dengan alasan tidak memenuhi peraturan aksi demonstrasi dalam 
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UU No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyatakan 
pendapat di muka umum yang memuat : 
1. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada polri 
selambat – lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan 
dimulai. 
2. Pemberitahuan harus memuat maksud dan 
tujuan,tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, 
penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, 
kelompok atau perorangan, alat peraga yang 
dipergunakan, dan jumlah peserta. 
3. Setiap 100 orang pelaku atau peserta unjukrasa atau 
demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 
dengan 5 orang penanggung jawab. 
 
Tabel 1. Data pelaksanaan aksi demonstrasi wilayah hukum 






1 JANUARI 24 aksi 50 aksi 
2 FEBRUARI 23 aksi 62 aksi 
3 MARET 42 aksi 91 aksi 
4 APRIL 85 aksi 91 aksi 























Jumlah aksi demonstrasi wilayah hukum makassar tahun 2015
6 JUNI 24 aksi 29 aksi 
7 JULI 18 aksi 15 aksi 
8 AGUSTUS 20 aksi 48 aksi 
9 SEPTEMBER 35 aksi 62 aksi 
10 OKTOBER 31 aksi 151 aksi 
11 NOVEMBER 33 aksi 149 aksi 
12 DESEMBER 39 aksi 100 aksi 
JUMLAH 473 aksi 991 aksi 
Sumber :Hasil oleh data sekunder POLRESTABES Makassar, 
Desember 2016 
 
Grafik 1. Data Pelaksanaa aksi demonstrasi wilayah hukum 






















Jumlah aksi demonstrasi wilayah hukum Makassar tahun 2016
Grafik 2. Data Pelaksanaa aksi demonstrasi wilayah hukum 
polrestabes Makassar tahun 2016 
 
 
Dari data di atas sangat jelas bahwa peningkatan aksi 
demonstrasi di kota Makassar sangat tinggi dan tak sampai 1% dari 
aksi yang mendapatkan Surat tanda terima pemeberitahuan (STTP) 
dari pihak kepolisian ,sehingga faktor yang mendorog terjadinya 
tindak kekerasan terhadap wartawan di kota Makassar juga 
semakin meningkat karena aksi yang berujung Ricuh.   
Melihat dari tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan 
saat melakukan peliputan aksi demonstrasi, kerap kali Aparat 
kepolisian maupun TNI juga menjadi pelaku kekerasan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Basat Reserse 
Kriminal POLRESTABES Makassar, Awaluddin,
52
 mengemukakan 
bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan oleh aparat 
dalam meliput aksi demonstrasi tidak telepas dari mengganggu 
atau tidaknya wartawan saat aparat sedang bertugas melakukan 
pengamanan aksi demonstrasi, faktor ketidak sengajaan mungkin 
saja terjadi apalagi saat wartawan bercampur dengan pelaku 
unjukrasa sehingga wartawan berada dalam situasi yang tidak 
memungkinkan apabila terjadi kericuhan ditengah berlangsungnya 
unjukrasa.  
Reski Alfionitasari Kontributor Koran Tempo Jakarta juga 
membenarkan bahwa Demonstrasi dimana saja bisa menimbulkan 
kericuhan, bukan saja di Kota Makassar, hanya saja ada beberapa 
kejadian Wartawan di kota Makassar kurang hati – hati dalam 
meliput aksi demonstrasi dan terkadang karena keasikan mereka 
lupa akan keselamatan dirinya.53 Hal ini sejalan dengan pendapat 
Muliadi dalam bukunya yang mengutarakan bahwam Menurut 
jenisnya, jurnalis dikategorikan dalam jenis Latent victims, yaitu 
mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cendrung 
menjadi korban, atau Participating victims yaitu mereka yang 
dengan prilakunya memudahkan dirinya menjadi korban54.  Seperti 
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 Muladi, HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika 
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yang dikemukkan oleh Andri salah satu wartawan Kompas TV yang 
menjadi salah satu korban kekerasan terhadap wartawan saat 
meliput di kota Makassar bahwa:55 
wartawan harus mengetahui Kondisi Lapangan saat mulai 
melakukan peliputan baik itu posisi pengambilan gambar 
atau peliputan berita  harus tepat apalagi saat berhadapan 
dengan pelaku unjukrasa, serta baiknya sebelum peliputan 
wartawan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu 
kepada aparat Kepolisian atau TNI. 
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nurdin Amir, 
pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar,56 
mengatakan bahwa : 
Salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan kepada 
wartawan saat meliput di lapangan adalah dari hasil karya – 
karya jurnalistiknya, setiap wartawan harusnya sensitive 
dalam bentuk penyajian dan penulisan beritanya, seorang 
wartawan tidak boleh berat sebelah dan terlebih dahulu 
harus menguasai teknik pelaporan langsung suatu peristiwa. 
 
Awaluddin,57 Basat Reserse Kriminal POLRESTABES 
Makassar juga menuturkan bahwa terkadang demonstran menolak 
wartawan untuk meliput dengan alasan wartawan menyajikan berita 
yang tidak benar dan memojokkan demonstran, itu adalah hal yang 
subjektif namun perlu diantisipasi, karna itu juga dapat menjadi 
faktor terjadinya tindak kekerasan pada wartawan. 
Bagi Rober Scheer dari Los Angeles Times, pernyataan 
yang lebih penting adalah bukan apakah anda bisa netral, tetapi 
bagaimana anda mengerjakan pekerjaan anda dengan cara yang 
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 Wawancara, Rabu, 04 januari 2016. 
57 Wawancara, Selasa 27 Desember 2016 
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adil dan jujur. Dalam hal ini, surat kabar Washington Post 
mempunyai standar dalam sikap adil, yaitu :
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1. Berita itu tidak adil bila mengabaikan fakta – fakta yang 
penting. Jadi adil adalah lengkap. 
2. Berita itu tidak adil bila dimasukkan informasi yang tidak 
relevan. Jadi adil adalah relevansi. 
3. Berita itu tidak adil bila secara sadar maupun tidak 
mengiring pembaca ke arah yang salah atau menipu. 
Jadi adil adalah jujur. 
4. Berita itu tidak adil bila wartawan menyembunyikan 
prasangka atau emosinya dibalik kata – kata halus yang 
merendahkan. Jadi adil menuntut keterus terangan. 
 
2. Jenis – Jenis Kekerasan Yang Dialami Oleh Wartawan 
Kehadiran Pers sesungguhnya dimaksudkan untuk 
mengawasi ataupun mengontrol legislatif, eksekutif, dan yudikatif 
supaya kekuasaannya tidak korup dan absolut. Terlebih lagi, 
kebebasan pers telah didukung khalayak publik dengan bergulirnya 
proses reformasi demokrasi yang kini telah berlangsung satu 
dekade lebih, sejak 1998 silam. Sehingga, sebagai pilar demokrasi 
ke-empat pers disebut sebagai institusi sosial yang tidak pernah 
tidur. Jadi atas dasar itulah dapat ditegaskan bahwa tidak ada 
                                                                    
58 Luwi ishwara, Op.cit., hlm.70 
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alasan pembenar apapun dan oleh siapapun dengan cara apapun 
melakukan pembiaran terjadinya tindakan kejahatan dari praktik 
pembungkaman terhadap kinerja pers. 
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kebebasan pers 
belum sepenuhnya tercapai Di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 
tingginya angka kekerasan terhadap wartawa setiap tahunnya. 
berikut data laporan kekerasan terhadap wartawan Di Indonesia 
dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Yang dijabarkan pada table 2.  
 
Table 2. Data laporan kekerasan terhadap wartawan Di Indonesia 
Tahun 2012 – 2015. 
NO TAHUN JUMLAH LAPORAN KEKERASAN 
1 2012 56 Laporan 
2 2013 40 Laporan 
3 2014 41 Laporan 
4 2015 42 Laporan 
Jumlah 179 Laporan 
Sumber Data : Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Desember 2016. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingginya angka laporan 
kekerasan terhadap wartawan yang terjadi Di Indonesia setiap 
tahunnya. Sebagaimana dilansir Reporter Without Borders (RSF) 


















peringkat kebebasan Pers Indonesia dari 179 negara
Paris yang mengadakan pengkajian tentang kebebasan pers 
diseluruh Dunia dalam siaran pers yang disiarkan keseluruh Dunia 
pada 25 Januari 2012, menempatkan Indonesia sebagai Negara 
yang kebebasan Persnya dari Tahun ke Tahun mengalami 
kemunduran hebat. Di tahun 2009 kebebasan pers Indonesia 
berada diperingkat 100, tahun 2010 berada diperingkat 117, tahun 
2011 berada diperingkat 146 dari 179 Negara yang dijabarkan pada 
Grafik 3.  
 
Grafik 3. Data peringkat kebebasan Pers Indonesia Di mata dunia 
Sumber Data : Dewan Pers Indonesia. Desember 2016. 
 
 Kemunduran citra kebebasan pers Indonesia di mata Dunia 
Internasional, dalam hal ini menurut pengkajian RSF disebabkan 
oleh beberapa alasan dari peristiwa seperti serangan fisik terhadap 
wartawan dan tekanan terhadap media pers. Serangan fisik 
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terhadap petugas media di Indonesia memang jarang terjadi, akan 
tetapi sekali terjadi sering berupa tindak kekerasan. 
 Dalam konteks Wartawan di Kota Makassar, sama Halnya 
seperti daerah lain di Indonesia, bentuk tindak pidana yang biasa 
dialami Wartawan di Makassar pun beragam, mulai dari bentuk 
penganiayaan, pelemparan batu, perampasan alat, intimidasi, 
hingga ancaman pembunuhan kerap dialami oleh wartawan.59 
Berikut data perkara pidana dan bentuk kekerasan yang 
melibatkan wartawan sebagai korban tindak pidana di Kota 
Makassar tahun 2012 – 2015 yang dijabarkan pada table 3. Hal ini 
memberi gambaran bahwa tindak pidana yang menjadikan 
wartawan sebagai korban masih sering terjadi tiap tahunnya. dan 
pada umumnya tindak pidana yang menimpa wartawan terjadi 
ketika mereka meliput aksi demonstrasi, investigasi kasus, dan juga 
ulah dari pelaku kejahatan jalanan. 
 
 
Tabel 3. Data perkara pidana dan bentuk kekerasan yang 
melibatkan wartawan di kota Makassar  
NO TAHUN JUMLAH BENTUK KEKERASAN 
1 2012 18 perkara Penganiayaan, menghalang – 
halaangi, penembakan busur, 
pengancaman, dan pelemparan batu. 
                                                                    
59 Amiruddin.,Op. cit, hlm 73 
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2 2013 11 perkara Penghinaan, pembakaran gedung 
kantor redaksi, penembakan busur, 
menghalang – halangi, penikaman, 
perampasan alat, terror, pelecehan, 
pengrusakan alat, dan pelemparan 
batu. 
3 2014 11 perkara Perampasan harta benda, 
pengrusakan alat, perampasan alat, 
penganiayaan, menghalang – 
halangi, dan ancaman kekerasan. 
4 2015 9 perkara Penganiayaan, penembakan busur, 
menghalang – halangi, ancaman 
penembakan dan ancaman 
pembunuhan. 
JUMLAH 49 PERKARA 
Sumber Data: Hasil olah data sekunder AJI, Desember 2016. 
 
Dari data diatas menunjukkan bahwa tingginya angka 
kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Makassar setiap 
tahunnya, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers 
Nawawi Bahruddin mengatakan "Tingginya angka kekerasan fisik 
yang dilakukan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat belum 
memahami tugas dan fungsi pers sebagaimana diatur dalam UU 
Pers No 40/1999..    
Rifkah Azizah Ibrahim,60 jurnalis Celebes TV yang menjadi 
korban kekerasan pada wartawan saat meliput di Universitas 
Veteran Republik Indonesia Makassar, mengungkapkan bahwa : 
Pemerintah seharusnya mensosialisasikan kepada 
masyarakat tentang fungsi – fungsi wartawan agar 
masyarakat tahu bagaimana cara menghadapi jurnalis, 
apalagi saat ini sudah ada di atur dalam Undang – undang 
                                                                    
60 Wawancara, Sabtu, 7 Januari 2017. 
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tentang Hak Jawab apabila merasa dirugikan oleh 
pemberitaan jurnalis, agar angka kekerasan dimakassar 
tidak membudaya. 
 
Melihat dari jumlah perkara pidana dengan berbagai macam 
bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan di Makassar, berikut 
penulis mengelompokkan beberapa perkara pidana yang dialami 
oleh Wartawan kota Makassar saat meliput aksi demonstrasi dari 
tahun 2012 – 2015  yang dijabarkan pada Table 4. 
 
TABEL 4. Data perkara pidana wartawan saat meliput aksi 
demonstrasi di Kota Makassar Tahun 2012 – 2015. 
NO TAHUN NAMA KORBAN 
(INSTANSI) 
KETERANGAN 
1 2012 1. Tamsil Fahruddin 
(Metro Tv) 
Saat liputan aksi 
demonstrasi kenaikan  
harga BBM di Universitas 
Muhammadiah Makassar 
2. Hudzalifah Kadir 
(Trans Tv) 
Saat liputan demonstrasi 
hari anti korupsi dan HAM 
di Kampus 45 makassar 
dan Universitas Muslim 
Indonesia (UMI) 
Makassar. 
2 2013 1. Andi Hajra Murni 
(The Jakarta Post) 
Saat meliput aksi 
demonstrasi hari anti 
Korupsi di Kampus 
Universitas Muslim 
Indonesia (UMI) Makassar 
2. Hardiandi Hafid 
(Koran Tempo) 
3 2014 1. Vincentius Waldi 
(Metro TV) 
2. Iqbal Lubis 
(Koran Tempo) 
3. Ikrar assagaf 
( Celebes TV) 





Liputan aksi unjuk rasa 









Sumber : Hasil Data sekunder Dari AJI, Desember 2016 
 
Dari data diatas sangat jelas bahwa kekerasan terhadap 
wartawan saat meliput aksi demonstrasi bukanlah hal yang patut 
disepelehkan, Darwin selaku jurnalis Antara Makassar yang juga 
menjadi sasaran tindak kekerasan saat meliput aksi demonstrasi di 
Makassar mengungkapkan bahwa :61 
Kami menyerukan kepada pihak-pihak yang keberatan atau 
dirugikan dengan isi pemberitaan agar menempuh 
mekanisme yang tersedia sebagaimana diatur dalam UU 
Pers, yakni melakukan hak jawab atau surat protes, 
mengadukan kepada Dewan Pers dan Organisasi jurnalis 
bukan dengan melakukan tindak kekerasaran. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Iqbal Lubis62, jurnalis 
Koran Tempo Makassar yang menjadi korban kekerasan saat 
insiden Di UNM, mengungkapkan bawha: 
Dengan status Stringers, kami tidak banyak berharap 
dengan kejadian itu, jadi meskipun kamera dan alat peliput 
saya rusak, tidak ada yang dapat mengganti barang – 
                                                                    
61
 Wawancara Selasa, 27 Desember 2016 
62 Wawancara, Minggu 8 Januari 2017 
(TV One) 
6. Rifki 





4 2015 1. Aksa Ibrahim 
(Go Tv)  
2. Alwi Fauzi 
(Trans 7) 




JUMLAH 13 PARKARA 
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barang tersebut, pihak perusahaan juga tidak 
bertanggungjawab atas kerusakan barang kami. 
 
 Status Stringers yang dimaksud adalah Reporter atau 
Fotografer  Freelance yang bekerja saat dibutuhkan dan dibayar 
perberita yang dikirim, stringer tidak dibekali dengan kontrak kerja 
dan tidak dianggap sebagai karyawan, sehingga sangat mudah 
terkena masalah kekerasan dilapangan.   
Seperi yang dialami oleh beberapa jurnalis Makassar yang 
berasal dari beberapa awak media telah mengalami Represifitas 
oleh aparat penegak hukum dari kesatuan Brimob Polda Sulselbar, 
yaitu pada hari kamis tanggal 13 Nopember 2014 saat mereka 
meliput demonstrasi penolakan rencana kenaikan BBM didepan 
kampus Universitas Negeri Makassar, jalan Andi Pengerang 
Pettarani Makassar. Mereka mendapatkan perlakuan berupa 
pemukulan, pengrusakan alat rekam (handycam) hingga 
perampasan memori hasil rekaman pada saat bentrokan antara 
aparat dan mahasiswa terjadi. Sehingga peristiwa yang dialami 
oleh rekan-rekan jurnalis tersebut adalah merupakan peristiwa 
pembungkaman kebebasan pers dan bentuk penghalang-halangan 
jurnalis untuk mewartakan berita kepada masyarakat. Sehingga, 
proses reformasi demokrasi kebangsaan yang diharapkan belum 
sepenuhnya terwujud dan cenderung terkesan sebagai Reformasi 
setengah hati. Mengingat, pers yang bebas bukan hanya instrumen 
demokrasi tetapi sekaligus penjaga demokrasi.  
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Berikut posisi kasus yang terjadi di Universitas Negeri 
Makassar  (UNM), yang penulis dapat dari TIM Kuasa Hukum 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar yaitu : 
Sekitar pukul 11.00 Wita, sejumlah organisasi yang 
tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi 
Selatan melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan 
pemerintah menaikkan harga BBM di fly-over. Kemudian, 
massa aksi bergerak ke DPRD provinsi dengan maksud 
menemui perwakilan DPR untuk menandatangani petisi 
penolakan kenaikan harga BBM. Targetan ini tercapai, 
anggota DPR menandatangani petisi. Paska penandatangan 
petisi, beberapa perwakilan massa aksi masuk ke dalam 
kantor DPR untuk memastikan bahwa petisi tersebut dikirim 
ke DPR RI via fax.  
Sekitar pukul 12.00 WITA, massa mahasiswa dari 
BEM UNM (Universitas Negeri Makassar) menuju titik aksi di 
DPRD Provinsi dan bergabung dengan massa aksi FPR 
Sulsel. Aksi kemudian dilanjutkan dengan teatrikal dan orasi-
orasi. Selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah BEM UNM 
bergabung, massa aksi FPR membubarkan diri (kembali ke 
lokasi asal masing-masing), sementara massa BEM UNM 
(dengan koordinator lapangan yang berbeda dengan FPR) 
bermaksud kembali ke kampus UNM dan melanjutkan aksi di 
depan Gedung Phinisi (rektorat UNM) di Jl. AP Petarani. 
Massa aksi membubarkan diri setelah memastikan petisi 
penolakan kenaikan harga BBM telah dikirim ke DPR RI. 
Saat melintas pertigaan (lampu merah sebelum 
gedung DPRD Kota Makassar), beberapa orang dari massa 
BEM UNM melakukan aksi menendang police line dan 
pembatas-pengalih arus jalan serta beberapa sepeda motor 
yang berada di lokasi tersebut. Beberapa mahasiswa yang 
berada di baris akhir massa kemudian membenahi kembali 
pembatas jalan yang jauh dan mendirikan kembali sepeda 
motor. 
Diketahui pada saat peristiwa tersebut, sejumlah 
anggota Polrestabes Makassar telah berada dalam area 
gedung DPRD Kota. Keseluruhan polisi tersebut melihat aksi 
yang dilakukan oleh massa mahasiswa tersebut. Selain itu 
kendaraan taktis kepolisian yakni Water cannon, barracuda 
dan truk polisi telah terparkir di depan kantor DPRD Kota 
Makassar. 
Seorang mahasiswa bernama Muh. Taslim 
(Koordinator lapangan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan UNM) 
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yang berada di barisan terakhir ditangkap secara paksa oleh 
anggota Polrestabes saat sedang membenahi pembatas 
jalan dan mendirikan sepeda motor. Muh. Taslim kemudian 
dibawa ke dalam area gedung DPRD Kota dan mengalami 
serangkaian pemukulan oleh anggota Polrestabes 
Makassar. Muh. Taslim sempat melakukan negosiasi kepada 
anggota Polrestabes Makassar. Dalam negosiasi tersebut, 
Muh. Taslim mengatakan,”kalau saya ditahan ini Pak, 
otomatis teman-teman saya akan kembali”. Muh. Taslim 
menawarkan kepada anggota kepolisian untuk dilepas 
melalui pintu belakang. Tawaran tersebut diterima dengan 
syarat dia melepas almamater UNM yang dikenakannya. 
Muh. Taslim pun kemudian dilepas lewat pintu belakang 
gedung DPRD Kota Makassar. 
Namun, informasi terkait penangkapan atas dirinya 
telah tersebar ke massa aksi yang saat itu sedang menuju 
kampus UNM. Isu yang tersebar adalah ada mahasiswa 
yang mengenakan almamater UNM telah ditangkap dan 
dibawa ke dalam area gedung DPRD Kota. Akibat informasi 
tersebut, massa aksi kembali ke DPRD Kota Makassar 
melakukan aksi lempar batu ke arah anggota kepolisian. 
Prof. Heri Tahir selaku Pembantu Rektor (PR) III 
menuju DPRD Kota Makassar dengan maksud untuk 
menengahi aksi lempar batu oleh mahasiswa, serta 
melakukan negosiasi untuk melepas seorang mahasiswa 
yang diisukan masih ditahan oleh anggota Polrestabes di 
area gedung DPRD Kota. Muh. Taslim, yang telah dilepas, 
bergabung dalam massa mahasiswa dan menjelaskan 
bahwa hanya dia mahasiswa yang ditangkap dan telah 
dilepas. Setelah mendapat penjelasan tersebut, massa BEN 
UNM kemudian bergerak menuju gedung Phinisi UNM. 
Saat sebelum tiba di gedung Phinisi, tiba-tiba terjadi 
pelemparan ke arah anggota Polrestabes yang saat itu 
berkumpul di jalan depan gedung DPRD Kota. Mahasiswa 
BEM UNM mengaku tidak tahu menahu siapa yang 
melakukan pelemparan tersebu. Pelemparan batu tersebut 
kemudian memicu aksi lemparan batu oleh mahasiswa yang 
kemudian direspon dengan tembakan gas air mata oleh 
anggota Polrestabes Makassar.  
Selang sekitar 10 menit aksi lempar batu dan 
tembakan gas air mata, ketua BEM UNM yang bernama 
Zulfikri ditangkap dan dibawa ke dalam mobil taktis milik 
polisi yang sebelumnya diparkir di depan gedung DPRD 
Kota. Sementara itu, massa mahasiswa bersama PR III 
bergerak dan berkumpul di depan gedung Phinisi untuk 
mendiskusikan cara melepaskan Zulfikri. Area ruas jalan 
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depan gedung Phinis tertutup oleh massa mahasiswa. PR III 
kemudian melakukan negosiasi via telpon (tidak diketahui 
komunikasi dengan siapa) untuk melepas Zulfikri. Dari 
negosiasi tersebut tercapai kesepakatan bahwa Zulfikri akan 
dilepas bilamana dalam 20 menit massa mahasiswa 
mengosongkan area jalan. Sekitar 15 menit setelah massa 
mengosongkan area jalan, Prof Heri Tahir dipanggil untuk 
menjemput Zulfikri di depan gedung DPRD Kota. 
Paska Zulfikri dibebaskan, mahasiswa BEM UNM 
kembali melanjutkan aksi demonstrasi dengan memblokir 
ruas jalan depan gedung Phinisi UNM. Tak lama berselang, 
sejumlah anggota Brimob lengkap dengan tameng, stik 
pentungan dan mengenakan helm diketahui telah bersiaga 
di ruas jalan depan SMK Telkom. Diketahui keberadaan 
Wapolrestabes Makassar, AKBP Toto Lisdiarto, berada di 
garis depan pasukan Brimob tersebut. Diketahui juga 
pasukan Brimob tersebut sebelumnya telah bersiaga di 
pertigaan Jl. Alauddin – Jl. Pettarani. Massa mahasiswa 
kemudian dipecah, dimana satu kelompok melakukan blokir 
dan berhadap-hadapan dengan pasukan Polrestabes 
Makassar, sementara sisanya berhadap-hadapan dengan 
pasukan Brimob. Sempat terjadi kembali aksi lempar batu. 
Diketahui, seorang pria tidak dikenal berpakaian sipil, 
menggunakan sandal jepit, helm hitam yang menutupi wajah 
datang dari Jl. Pendidikan menuju Jl Pettarani sambil 
membawa busur.  
Tak lama berselang, Wakapolrestabes tiba-tiba 
terkena panah busur di bagian rusuk bawah ketiak kanan. 
Akibat hal tersebut, pasukan Brimob langsung melepas 
tembakan gas air mata sambil mempercepat laju geraknya 
ke arah mahasiswa. Demikian juga pasukan Polrestabes 
yang bergerak cepat ke arah mahasiswa sambil melepas 
tembakan gas air mata. Situasi tersebut membuat 
mahasiswa dalam kondisi tersudut dan mundur ke arah 
dalam kampus. Pasukan Polrestabes dan Brimob tidak 
berhenti maju, bahkan berhambur berlari mengejar 
mahasiswa hingga masuk ke dalam kampus melalui gerbang 
gedung Phinisi dan gerbang di Jl. Pendidikan. Akibatnya, 
seluruh mahasiswa yang berada dalam kampus, yang 
notabene tidak terlibat dalam aksi ikut lari berusaha 
menyelamatkan diri. 
Pengejaran dan penyisiran dilakukan sambil terus-
menerus melepas tembakan gas air mata di  dalam area 
kampus, bahkan juga melakukan perusakan kaca jendela 
gedung dan kaca mobil, juga menendang hingga roboh 
sejumlah sepeda motor yang diparkir di area masing-masing 
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fakultas. Penyisiran dan pengejaran tersebut bahkan 
dilakukan hingga masuk ke dalam ruang kelas dimana 
proses perkuliahan sedang berlangsung di Fakultas Ilmu 
Sosial, Ekonomi, dan Fakultas Psikologi. Ruang-ruang 
himpunan mahasiswa juga turut disisir bahkan ke area paling 
belakang kampus, salah satunya kantin.  
Dalam peristiwa tersebut, sejumlah wartawan yang 
melakukan peliputan juga tidak luput terkena pukulan dan 
perebutan alat rekam oleh aparat polisi. Tindakan itu antar 
lain: perampasan kamera dan alat rekam, penggeledahan, 
pengancaman, hingga penganiayaan (pemukulan). Sejumlah 
wartawan tersebut mendapatkan perlakuan yang sewenang-
wenang dari aparat kepolisian dengan 
melarang/menghalang-halangi Para jurnalis untuk 
melakukan peliputan atas aksi kepolisian melakukan 
penyerangan ke dalam kampus Universitas Negeri 
Makassar.  
Aparat kepolisian secara brutal melakukan aksi 
kekerasan kepada wartawan meskipun sejumlah wartawan 
telah memperlihatkan kepada aparat kepolisian identitas 
mereka tetapi hal tersebut tidak diperdulikan oleh aparat 
kepolisian.  
Akibat dari tindakan represif kepolisian 
mengakibatkan korban luka terhadap 8 (empat) wartawan 
yang sedang melakukan peliputan, yakni Waldy Vincent 
(jurnalis Metro TV), Iqbal Lubis (wartawan Tempo), Ikrar 
(wartawan Celebes TV), Rifki (Wartawan Celebes Online), 
Aco (wartawan TVone), Fadli (wartawan Profesi), Asep 
(wartawan Rakyat Sulawesi Selatan), Seorang wartawan 
lainnya yang juga mengalami tindak penganiayaan.   
 
Berikut data-data korban dari jurnalis yang mengalami tindak 
kekerasan saat meliput aksi Demonstrasi di Universitas Negeri 
Makassar dalam insiden tangal 13 Nopember 2014 yang dijabarkan 
dalam Tabel 5 sebagai berikut :   
 
 Tabel 5 : Data korban kekerasan saat aksi demonstrasi di UNM  
No Nama Korban Keterangan 
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1. Waldy Vincent 
(jurnalis Metro TV) 
 
Mengalami luka di pelipis atas mata kiri 
sepanjang 5 cm akibat dipukul dengan 
tameng saat berusaha mencegah aksi 
polisi merampas kartu memori milik Iqbal 
Lubis. Waldy sempat dirawat ke Rumah 
Sakit Islam Faizal Makassar. 
2. Iqbal Lubis 
(wartawan Tempo)  
 
Mengalami pemukulan dan kamera 
dirampas, kartu memori diambil secara 
paksa, saat merekam peristiwa pemukulan 
terhadap Waldy Vincent. 
3. Ikrar Assegaf 
(wartawan 
Celebes TV) 
Mengalami pemukulan di bagian kepala 
belakang dan kamera korban merek Sony 
HD rusak. 
4. Rifki (Wartawan 
Celebes Online)  
 
Saat sedang mengambil gambar Brimob 
yang menangkap mahasiswa, korban 
dipukul, digeledah, handphone rusak 
akibat dibuang oleh aparat. 
5 Zulkarnain alias 
Aco (wartawan 
TVone) 
Saat sedang mengambil gambar di atas 
tembok pagar kantor Badan Pertanahan 
Nasional ditarik turun secara paksa oleh 
aparat kepolisian. 
6. Fadli (wartawan 
Profesi UNM) 
 
Mengalami pemukulan dan kartu memori 
kamera diambil secara paksa.  
7. Ikhsan Arham 




Mengalami pemukulan dan ditendang 
dibagian perut. 
8. Arham Hamid 
(Wartawan SUN 
TV) 
Mengalami tindak penganiayaan saat 
mengambil gambar dengan cara kamera 
yag bersangkutan di dorong oleh polisi 
kearah muka korban dan kamera dirusak 
oleh oknum aparat polisi. 





(pelarangan lisan) saat peliputan. 
10 Aksa (Jurnalis Go 
TV) 
Mengalami penghalang-halangan saat 
peliputan, dengan cara lensa kemeranya di 
tutup menggunakan tangan dan ancaman 
kekerasan. 




Dari keterangan di atas, kita dapat melihat bahwa kekerasan 
terhadap wartawan yang terjadi di Universitas Negeri Makassar 
(UNM) umumnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini 
seharusnya tidak perlu terjadi jika para aparat penegak hukum 
mengerti pasal 8 UU No 40 Tahun 1999. Karena pemukulan, 
pencekikan dan perampasan merupakan suatu tindak pidana, 
meskipun yang dihadapi bukanlah seorang wartawan, tindakan 
tersebut sudah merupakan tindak pidana, apalagi jika dilakukan 
kepada wartawan yang jelas-jelas terlindungi oleh undang-undang 
dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikhsan Arham alias 
Asep63, Wartawan Rakyat Sulses yang menjadi salah satu korban 
di UNM menerangkan bahwa : 
Saat kejadian tersebut pihak kepolisian menyerbu gedung 
Phinisi UNM, dan bersikap anarkis dengan siapa saja yang 
ditemuinya, tatkala wartawan yang awalnya hanya 
mengambil gambar juga didatanginya dengan memukul dan 
menghalang – halangi wartawan. Saya telah melakukan 
pelaporan atas tindakan tersebut, namun hanya sampai 
sebatas pelaporan dan sampai sekarang tidak diproses. 
 
Nawawi Baharuddin, Direktur Eksekutif LBH Pers Dalam 
Konferensi Pers catatan akhir tahun kebebasan pers dan 
kebebasan berekspresi di Jakarta mengungkapkan bahwa aktor 
yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis didominasi oleh 
aparat polisi, hal ini karena polisi memiliki awak persinggungan 
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dengan awak jurnalis, terutama terkait dengan tugasnya yang 
berada ditengah masyarakat. Beliau juga memaparkan bahwa: 
selain aparat kepolisian, tindak kekerasan terhadap jurnalis 
sepanjang tahun 2015 juga dilakukan oleh petugas 
keamanan, massa, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, 
orang tak dikenal, pengusaha, legislator, politisi, wiraswasta, 
asisten artis, panitia acara dan dokter. 
 
 Berdasarkan wawancara dengan Andi Aan Pranata, tim 
Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Makassar, mengungkapkan 
bahwa:64 
 Kebanyakan kasus berhenti di Kepolisian terutama yang 
menempatkan oknum aparat sebagai pelaku tindak 
kekerasan. Ada kecenderugan polisi untuk melindungi 
institusinya. Selain itu ada juga dikarenakan korban tidak 
serius. menjalankan kasusnya, entah itu karena menyita 
waktu dan tenaga atau ada instruksi dari media massa 
masing – masing dengan berbagai alasan. Itulah kendala 
Tim Advokasi saat menghadapi kasus kekerasan dengan 
korban jurnalis.  
 
Namun berbeda halnya dengan Awaluddin, Basat Reserse 
Kriminal POLRESTABES Makassar juga mengungkapkan bahwa 
setiap laporan yang diajukan oleh wartawan yang merasa 
mengalami tindak kekerasan akan kami proses, dan kami layani 
seperti dengan pelapor lain, jika laporan dibuktikan dengan 
perbuatan pidana maka kami akan menyidik perkara sesuai dengan 
Undang – Undang.65 
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput 
Aksi Demonstrasi. 
Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan 
berpendapat dan mendapatkan informasi merupakan bagian dari 
hak asasi manusia yang paling hakiki dalam peradaban global 
kekinian. Atas dasar itu, dalam suatu Negara yang berpaham 
demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus 
mendapat tempat dalam konstitusi. Ini berarti bahwa kemerdekaan 
pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur 
penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang demokratis dan berkeadilan.  
Dengan demikian, kemerdekaan pers membutuhkan ruang 
kebebasan yang memadai supaya dapat optimal menjalankan 
fungsinya sebagai media penyampai informasi publik, serta menjadi 
wahana pendidikan bagi masyarakat, serta melakukan fungsi 
kontrol terhadap jalannya kekuasaan Negara. Apalagi, kebebasan 
pers merupakan satu unsur penting dalam peradaban manusia 
yang maju, bermanfaat tinggi dan menghormati nilai-nilai 
kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tidak ada, maka martabat 





1. Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput 
aksi demonstrasi menurut UU Pers 
Adanya pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers yang berbunyi: 
Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat 
perlindungan hukum 
 
Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang 
dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan 
perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan 
dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, 
dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, 
wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah 
dan atau masyarakat.66 Makna perlindungan dalam undang – 
undang ini adalah menjadi dasar pembenar terhadap tugas –tugas 
jurnalistik wartawan sama dengan dasar – dasar pembenar untuk 
profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang –undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa : 
Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan 
peraturan perundang – undangan tidak boleh dihukum 
 
Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan 
kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang – undangan 
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selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh 
dihukum. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad idhar 
Mahmud M.Pd,67 Dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP) Bulukumba, menuturkan bahwa : 
Profesi wartawan sama halnya dengan profesi lainnya, 
semua mendapat perlindungan dari Undang –Undang 
apabila menjalankan tugasnya. Seorang polisi bisa 
membawa senjata api bahkan polisi bisa menembakkan 
senjata itu selama ia bertugas padahal pada dasarnya setiap 
orang tidak boleh membawa senjata api itu karena polisi 
mendapat kewenangan dan amanah dari Undang – undang 
tentang Kepolisian, begitupula Dokter yang pada prinsipnya 
setiap orang dilarang untuk melukai tubuh orang lain, apalagi 
sampai menyayat atau memotong – motongnya dokter tidak 
dihukum atas segala tindakannya malah hanya akan 
mendapat honor, kenapa demikian karena dokter 
menjalankan undang – undang. Prinsip – prinsip itupun akan 
berlaku pada wartawan dalam menjalankan tugasnya, 
manakala wartawan memperoleh informasi saat peliputan 
aksi demonstrasi mereka tak dapat dihukum karena 
wartawan juga dilindungi oleh undang – undang 
 
Ketika wartawan memperjuangkan keadilan dan kebenaran 
saat melakukan peliputan aksi demonstrasi, wartawan juga sedang 
menjalankan ketentuan perundang – undangan dan karena itu 
wartawan tidak dapat dihukum.  
ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, 
Qadriansyah Agam Sofyan68, menuturkan bahwa di dalam 
penjelasan Undang –Undang Pasal 8 menggunakan kata  
“jaminan” yang menekankan bahwa ada kewajiban dari pemerintah 
atau masyarakat untuk menjamin  terhadap wartawan yang sedang 
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menjalankan profesinya, tidak boleh ada hambatan, ganguan, 
ancaman, intimidasai dan kekersana terhadap wartawan apalagi 
saat wartawan meliput aksi demonstrasi. Sehingga pemerintah 
harus menyediakan perlindungan yang memadai terhadap semua 
kegiatan jurnalistik wartawan. 
Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih 
lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin 
sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal 
tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, 
Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau 
penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan 
yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan 
supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan 
tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik 
Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. 
 
Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 
dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum 
dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat 
atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat 
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 
Dalam Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) 
dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers 
nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan 
menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang 
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dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi 
wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk 
pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka 
seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam 
kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di 
dalam UU No. 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang 
mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan 
sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau 
menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).” 
Dengan adanya ketentuan pidana di dalam UU No. 40 Tahun 1999 
seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam 
menjalankan tugas jurnalistiknya. 
Arti perlindungan yang diberikan dalam pasal 8 harus 
ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang 
melaksanakan tugas jurnalistik, tidak boleh ada unsur pemerintah 
dan atau masyarakat yang tidak memberikan bantuan perlindungan 
terhadap wartawan. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu 
keutamaan dalam Undang –Undang No 40 Tahun 1999 tentang 
Pers karena menjadi dasar kepada wartawan dapat memiliki akses 
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kepada pejabat public manapun juga.69 Adanya ketentuan pasal ini 
juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan 
pers yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari 
pemerintah. 
Adapun menurut Human Right Committee -General 
Comment No. 34 on Article 19, menyatakan: 
States parties should put in place effective measures to 
protect against attacks aimed at silencing those exercising 
their right to freedom of expression. Paragraph 3 may never 
be invoked as a justification for the muzzling of any advocacy 
of multi-party democracy, democratic tenets and human 
rights. Nor, under any circumstance, can an attack on a 
person, because of the exercise of his or her freedom of 
opinion or expression, including such forms of attack as 
arbitrary arrest, torture, threats to life and killing, be 
compatible with article 19. Journalists are frequently 
subjected to such threats, intimidation and attacks because 
of their activities. So too are persons who engage in the 
gathering and analysis of information on the human rights 
situation and who publish human rights-related reports, 
including judges and lawyers. All such attacks should be 
vigorously investigated in a timely fashion, and the 
perpetrators prosecuted, and the victims, or, in the case of 
killings, their representatives, be in receipt of appropriate 
forms of redress. 
 
Terjemahan : 
Negara harus memiliki aturan yang efektif untuk melindungi 
terhadap serangan yang membungkam orang-orang yang 
menggunakan hak mereka dalam kebebasan berekspresi. 
Ayat 3 tidak akan pernah boleh digunakan sebagai 
pembenaran untuk memberangus setiap pendukung 
demokrasi multi partai, prinsip-prinsip demokrasi dan hak 
asasi manusia. Atau, dalam keadaan apapun, untuk 
menyerang orang, karena menjalankan kebebasannya 
berpendapat atau berekspresi, termasuk bentuk bentuk 
serangan seperti penahanan sewenang-wenang, 
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penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan dan 
pembunuhan, yang sesuai dengan Pasal 19. Wartawan 
sering mengalami ancaman, intimidasi dan serangan seperti 
itu karena kegiatan mereka. Begitu juga orang-orang yang 
terlibat dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang 
situasi hak asasi manusia dan yang mempublikasikan 
laporan yang terkait dengan hak asasi manusia, termasuk 
hakim dan pengacara. Semua serangan tersebut harus 
serius diselidiki dengan cepat dan tepat dan para pelaku 
kejahatan dituntut, sedangkan para korban, atau, dalam 
kasus pembunuhan, ahli waris atau yang berhak mewakili 
korban, diberikan ganti rugi yang sepadan. Seperti diketahui 
pers adalah salah satu perwujudan kebebasan menyatakan 
pendapat atau berekspresi dan kebebasan memperoleh 
informasi yang merupakan Hak Azasi Manusia 
 
sebagaimana dinyatakan Manunggal K. Wardaya, sebagai berikut 
70: 
Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak 
asasi `manusia adalah kebebasan berpendapat dan 
berekspresi (freedom of opinion and expression). Setiap 
manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya 
kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan 
informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa 
memandang batas-batas. Dinyatakan dalam Article 19 The 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Article 
19 The International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR), kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi 
terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu 
pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada 
pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).” 
Dengan demikian perlindungan hukum terhadap wartawan 
merupakan kewajiban Negara yang seharusnya 
dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum yang 
berwenang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di 
Indonesia khususnya sesuai ketentuan hukum yang diatur 
dalam UU No.40 Tahun 1999 sebagai lex specialist derogate 
lex generalist.  
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2. Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliuput 
aksi demonstrasi menurut Etika Jurnalistik 
Setiap wartawan harus ikut mempedomani Kode Etik 
Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers 
merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi 
perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah 
lengkap diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak 
dalam menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi 
KEJ adalah sebagai berikut:71 
1. Bersikap independen, menghasilkan berita yag akurat, 
berimbang, dan tidak beriktikad buruk. 
2. Menempuh cara-ara yang profesional dalam 
melaksanakan tugas jurnalistik. 
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara 
berimbang, tidak mencapurkan fakta dan opini yang 
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak 
bersalah. 
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 
5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 
kejahatan susila dan tidak menyebuutkan identitas anak 
yang menjadi pelaku kejahatan. 
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6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima 
suap. 
7.  Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang 
tidak bersedia diketahui identitas maupun 
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, 
informasi latar belakang, dan off the record sesuai 
dengan kesepakatan. 
8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas 
dasar perbedaan suku, ras warna kulit, agama, jenis 
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat 
orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 
9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan 
pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 
10. Segera mencabut, meralat, dan meperbaiki berita yang 
keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf 
kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 
11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional 
Pada intinya prinsip-prinsip utama etika jurnalisme yang 
semestinya dianut yaitu72 yang pertama akurasi, bahwa berita yang 
ditulis benar substansinya, fakta-faktanya dan Penulisannya, dan 
berasal dari sumber informasi yang otoritatif dan kompeten, serta 
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tidak bias. Selanjutnya independensi, informasi yang disampaikan 
bukan hasil intervensi dari pihak manapun, dalam hal ini jurnalis  
menyampaikan berita karena kepentingan publik. Berikutnya 
objektivitas dan keberimbangan, pada prinsip ini usaha cover both 
side dilakukan, objektivitas mencegah jurnalis bersifat subjektif atau 
hanya berdasarkan sudut padang pribadi dalam menggambarkan 
suatu peristiwa yang terjadi dan tidak berat sebelah, 
keberimbangan dimaksud bahwa jurnais memberikan porsi yang 
berimbang dalma pemberitaannya. Selanjutnya yaitu prinsip 
menghormati privasi, menghormati asas praduga tak bersalah serta 
akuntabilitas kepada publik, jurnalis harus meniatkan sejak awal 
bahwa hasil karyanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 
Berdasarkan wawancara kepada ketua Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Makassar, Qadriansyah Agam Sofyan,73 
menuturkan bahwa : 
Peran Lembaga Pers seperti AJI Makassar mempunyai 
kewajiban untuk mendidik anggota jurnalisnya agar taat 
dengan Undang – Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan 
Kode Perilaku, sehingga wartawan dapat melindungi dan 
membentengi diri sebelum terjun ke medan para demonstran 
 
Qadriansyah Agam juga megungkapkan bahwa dalam 
mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Jurnalis saat 
meliput, upaya yang dilakukan oleh AJI adalah : 
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1. Mensosialisasikan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan 
Kode Prilaku kepada Anggota AJI Makassar. 
2. Membuat program pelatihan “Safety Journalist”, dengan 
tujuan agar jurnalis peliput dilapangan paham betul posisi 
aman dalam meliput aksi konflik. 
Dan jika telah terjadi tindak kekerasan dengan korban 
Jurnalis, maka langkah AJI Makassar adalah : 
1. Mendata Korban Jurnalis secara lengkap yang 
ditandatangani secara bermaterai sebagai bukti bahwa 
pelaporan kejadian kekerasan jurnalis telah ditangani 
oleh AJI Makassar. 
2. AJI akan melakukan Alert atau peringatan kekerasan 
jurnalis yang disebar melalui media mainstream dan 
media sosial. 
3. AJI melakukan pendampingan dan pengawalan kasus 
yang kemudian diteruskan kepada media yang 
bersangkutan, LBH Pers dan Dewan Pers. 
4. Jika kemudian didapati pelanggaran UU Pers pada 
pelaku kekerasan terhadap jurnalis, AJI Makassar 
mendorong pihak Kepolisian dan Jaksa untuk 
menggunakan UU Pers pada BAP Polisi maupun Jaksa 
sebelum digelar persidangan dipengadilan.74 
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Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers makassar juga 
memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang 
memberikan kuasanya kepada LBH Pers Makassar, Perkara yang 
dianggap layak untuk diadvokasi, maka LBH Pers Makassar akan 
mendampingi wartawan mulai dari penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, hingga vonnis. Seperti lembaha hukum lainnya LBH 
Pers juga menggunakan semua jalur advokasi. Hal ini diungkapkan 
oleh Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng, menuturkan 
bahwa :75 
Di LBH Pers Makassar juga memberikan bantuan hukum 
dengan jalur Litigasi (Bantuan Hukum) dan non Litigasi (di 
luar hukum). Jalur litigasi yaitu berupa analisis kasus yang 
dilanjutkan dengan pembuatan legal opinion, pendampingan 
saat penyidikan, penuntutan, vonnis, serta dapat 
menyiapkan memori banding ataupun kasasi apabila 
diperlukan. Sedangkan jalur litigasi berupa investigasi, 
konsolidasi jaringan pengorganisasian, dan kampanye isu. 
 
Di dalam Website Resmi Dewan Pers juga menerangkan 
tentang Rancangan Pedoman Penanganan kasus kekerasan 
terhadap wartawan dimana dijelaskan bahwa : 
 
a. Prinsip-Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap 
Wartawan 
1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan 
harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli 
waris.  
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2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan 
harus dilakukan secepatnya.  
3. Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan 
terhadap wartawan sebagai berikut:  
a) Pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu 
membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang 
terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi 
mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.  
b) Verifikasi dimaksudkan untuk menentukan: (i) 
kasus kekerasan yang terjadi berhubungan 
dengan kegiatan jurnalistik atau tidak; (ii) 
wartawan murni menjadi korban kekerasan atau 
turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.   
c) Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi 
kesehatan, keselamatan, hingga kemungkinan 
evakuasi korban dan keluarganya. 
d) Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi: 
1. Langkah litigasi; 
2. Langkah non-litigasi. 
e) Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun 
tingkat nasional yang melibatkan organisasi 
profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan 
Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM. 
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f)  Pengumpulan dana untuk proses penanganan. 
4. Jika kasus kekerasan berhubungan dengan kegiatan 
jurnalistik, maka penanganannya menjadi tanggung 
jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi 
wartawan, dan Dewan Pers. 
5. Jika kasus kekerasan tidak berhubungan dengan 
kegiatan jurnalistik, maka tanggung jawab langsung 
untuk melakukan penanganan berada pada penegak 
hukum. 
b. Tanggung Jawab Perusahaan Pers 
1. Menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan yang bersifat segera terhadap 
wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan 
yang berstatus karyawan maupun non-karyawan. 
Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: menanggung 
biaya pengobatan, evakuasi, dan proses pencarian fakta; 
berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, 
Dewan Pers, dan penegak hukum; serta memberikan 
pendampingan hukum. 
2. Tetap melakukan pendampingan meskipun kasus 
kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses 
hukum di kepolisian atau peradilan. 
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3. Memuat ketentuan tentang kewajiban perusahaan pers 
untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan 
keselamatan kepada wartawan di dalam kontrak kerja 
dengan wartawan yang berstatus karyawan maupun non-
karyawan.   
4. Menghindari tindakan memaksa wartawan untuk 
melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan atau 
tindakan meneruskan kasus tanpa persetujuan wartawan 
korban kekerasan. 
5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu 
dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan 
korban kekerasan. 
c. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan 
1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan 
keluarganya yang menjadi korban kekerasan, termasuk 
ketika kasus kekerasan tersebut telah memasuki proses 
hukum. Proses pendampingan mengacu kepada 
langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap 
wartawan sebagaimana diatur dalam Bab III butir 3. 
2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak secara 
proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan 
korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus 
organisasi di tingkat lokal. 
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3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk 
penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. 
4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak 
tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, 
sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi 
data.  
d. Tanggung Jawab Dewan Pers 
1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan 
Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan 
perusahaan pers, organisasi profesi wartawan. 
2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan 
organisasi profesi wartawan sebagaimana telah diatur 
dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan 
Terhadap Wartawan ini. 
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk 
menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai 
proses hukum dinyatakan selesai. 
4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan 
langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk 
melindungi wartawan korban kekerasan atau 
keluarganya, serta memastikan penegak hukum 




5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi 
wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan 
terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah 





















Dari  gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan 
diatas, maka kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut : 
1. Latar belakang terjadinya tindak kekerasan pada 
wartawan saat meliput aksi demonstrasi adalah karena 
adanya (2) dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah terjadinya tindak 
kekerasan pada wartawan karena kesalahan atau 
kelalaiannya sendiri yang kurang hati – hati atau kurang 
teliti saat meliput aksi demonstrasi, sedangkan faktor 
eksternalnya adalah terjadinya tindak kekerasan pada 
wartawan karena unsur kesengajaan dari pihak yang 
merasa dirugikan atau merasa tidak puas akan isi berita 
yang dibuat serta bentuk – bentuk kekerasan yang 
dialami oleh wartawan saat meliput aksi demonstrasi di 
Kota Makassar sangat beragam, mulai dari bentuk 
penganiayaan, pelemparan batu, perampasan alat, 
menghalang – halangi,  intimidasi, hingga ancaman 
pembunuhan. 
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dapat 
dilihat dari Undang – Undang No.40 Tahun 1999, dengan 
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adanya ketentuan dalam undang – undang tersebut 
menyebabkan wartawan dapat menjalankan 
kemerdekaan pers yang telah ada serta kode etik 
jurnalistik yang menjadi pedoman wartawan menjalankan 
kerja – kerja jurnalistiknya. Namun dilapangan masih 
banyak wartawan yang menjadi korban  tindak kekerasan 
baik itu dari Pihak Aparat Kepolisian, TNI serta 
masyarakat karena ketidaktahuannya tentang UU Pers. 
B. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti 
menarik beberapa saran sebagai berikut : 
1. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak 
kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, 
agar para pelaku mendapatkan efek jera,sehingga tidak 
akan ada lagi kasus tindak kekerasan terhadap 
wartawan. 
2. Wartawan yang akan turun meliput aksi demonstrasi 
harusnya mempersiapkan diri terlebih dahulu mulai dari 
keamanan diri dan barang, koordinasi dengan pihak 
kepolisian, dan melengkapi diri dengan atribut pengenal. 
3. Pihak instansi kepolisian seharusnya menghukum para 
anggotanya yang melakukan tindak kekerasan terhadap 
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wartawan, dan tidak cenderung untuk melindungi para 
anggotanya agar kelak tidak terjadi lagi kasus serupa. 
4. Diperlukan kesepahaman bersama aparat penegak 
hukum dan masyarakat pers Indonesia untuk setiap 
kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam rangka 
pelaksanaan tugas jurnalistik haruslah dipergunakan UU 
No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai acuan utama 
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